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KEMENKEU. BMN. Perwakilan RI. Di Luar Negeri.
Penggunaan. Pemindahtanganan. Pemusnahan.
Penghapusan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 272 /PMK.04 /2015
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK

Menimbang

INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara di luar negeri secara efisien, efektif, dan
akuntabel, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara
Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan
Republik Indonesia Di Luar Negeri;

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi
dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta
guna mengakomodir pengaturan mengenai pendelegasian
kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola
Barang kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara
pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu
dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 169/PMK.06/2010 sebagaimana dimaksud dalam

huruf a;



Mengingat

Menetapkan

1.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan
Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan

Republik Indonesia Di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

Penggunaan Barang Milik Negara.
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10.

11.

12.

13.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang
selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan
Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia, termasuk
di dalamnya atase teknis, yang secara resmi mewakili
dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di
Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan
Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi
instansi yang bersangkutan.

Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa
Barang Milik Negara pada saat tertentu.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Negara.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Negara kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.

Lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk
mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
Pengumuman Lelang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik Negara yang dilakukan antara Pemerintah Pusat
dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama
dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai
seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh

penggantian.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Negara dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik Negara
pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain
Kementerian/Lembaga.

Kepala Perwakilan adalah Kuasa Pengguna Barang yang
menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam
pengelolaan BMN pada Perwakilan.

Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan
Penggunaaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan BMN yang berada pada Perwakilan.
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, baik yang

mempunyai bukti kepemilikan maupun yang tidak

mempunyai bukti kepemilikan.
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(3)

(4)

(1)

BMN selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai
bukti kepemilikan, antara lain meliputi kendaraan dinas
bermotor dan alat angkutan jenis lainnya yang dapat
dimiliki dengan bukti kepemilikan.

BMN selain tanah dan/atau bangunan yang  tidak
mempunyai bukti kepemilikan, antara lain meliputi
inventaris kantor dan peralatan atau perlengkapan

lainnya yang dapat dimiliki tanpa bukti kepemilikan.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 3

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab:

a. menetapkan Status Penggunaan BMN;

b. memberikan persetujuan Penggunaan Sementara
BMN;

c. mengajukan permohonan Pemindahtanganan BMN
pada Perwakilan berupa tanah dan/atau bangunan
yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat;

d. memberikan  pertimbangan dan = meneruskan
permohonan Pemindahtanganan BMN pada
Perwakilan yang tidak memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden;

e. memberikan persetujuan/penolakan atas
permohonan Pemindahtanganan BMN pada
Perwakilan sepanjang dalam batas kewenangan
Menteri Keuangan;

f. memberikan persetujuan/penolakan atas
permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN

pada Perwakilan;



